SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PELAYANAN PAJAK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

; &

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional di
lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu
menata kembali jabatan fungsional di lingkunganDinas Pelayanan Pajak;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan,peningkatan kualitas dan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pejabat
fungsional pada Dinas Pelayanan Pajak, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsionalpada Dinas Pelayanan
Pajak;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



10.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah .dengan Peraturan Pemenntah Penggantl'
Undang Undang Nomor 2 Tahun. 2014; .

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 téhtang Jabatan Fungsional -

- Pegawai Negeri . Sipil sebagalmana telah - diubah. dengan Peraturan

Pemenntah Nomor 40 Tahun 201 0

. Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian . Hasu

Penerimaan Pagak Buml dan Bangunan Antara ‘Pemerintah Pusat dan :

-Daerah

Peraturan Pemerlntah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai
Negerl Sipil sebaga:mana telah diubah, dengan Peraturan Pemerlntah

' Nomor 54 Tahun 2003

- Peraturan - Pemenntah Nomor‘ 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan ' dan Pemberhentlan Pegawai. Negeri Sipil
sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63

" Tahun 2009;

5

Keputusan Presiden Nomor.87 Tahun 1999 tentang Rumpun .Jabatén
Fungsional Pegawal Negeri Sipil sebagaimana te[ah -diubah dengan

o Peraturan Pr931den Nomor 97 Tahun 2012:

12,
| 13,

14: K
| 15.

16,

Keputusan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara . Nomor
30/KEP/M:PAN/3/2003 tentang - Jabatan Fungsional Penllai Pajak Bumi

‘dan Bangunan dan Angka Kreditnya; -

Keputusan Menten Pendayagunaaﬂ | Aparatur Negara Nomor
31/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsmnal Pemenksa Pajak dan

Angka’ Kredltnya

Keputusan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/23.2/M:. PANI2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawal Negeri
Slp:l o .

Keputusan ‘Menteri ‘Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang -Pedoman ‘ Perhitungan :Kebutuhan

Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasu
Pegawal Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/04/M. PAN/2/2000 tentang Jabatan Ir-'ungsmnal Penyuluh Pajak dan

. Angka Kredltnya

AT

- 18.

Peraturan Menteri Pendlayagunéén‘ Aparatur Negara dan Réformasi
Blrokrasl Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Anahsns Jabatan;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Orgamsam Perangkat

-Daerah;

19.

Keputusan Gubernur ‘Nomor 85 Tahun 2002 tentang ‘Petunjuk

‘Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan - Penerapan Jabatan

~ Fungsionai di ngkungan Pemenntahan Prop:n3| Daerah Khusus Ibukota
_Jakarta ©



20.
* Penilai” Daerah Jabatan Fungsmnal Propm3| Daerah Khusus ' |Ibukota
: Jakarta ‘

.21

Menetapkan

22

23.
. Weweénang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentlan Pegawai
Negeri Slpl., e

Keputusan Gubarnur Nomor 851 Tanun 2002 tentang Pembentukan Tim = .

Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis

Jabatan Fungsional di- Llngkungan Pemenntahan Propinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta;

.Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan
Pemmdahan Penugasan Pejabat Fungsnonal

Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendetegasran

ME_MU_TU.SKAN ;

:-PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL"

PADA DINAS PELAYANAN PAJAK.

 BABI
~ 'KETENTUAN UMUM

’ 'Pasal 3

.Dalam Peraturan Gubernur ini yang d:maksud dengan

. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

l:’emenn‘cah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai-
unsur penyeienggara Pemerlntahan Daerah;

Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Da_erah Khusus I-bLtkota Jakarta;

Badan. Kepegayyaian Daerah yang selanjutnya ,disingkatBKD adalah
Badan- Kepegaw’aian Daerah Provinsi Daerah‘ Khusus IbukotaJakarta'

Dinas- Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak PrownSI Daerah

: Khusus Ibukota Jakarta

5 BlI‘O Organ!saS| dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro
‘Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah. Biro Organisasi dan Reformasi
. Birokrasi Sekretariat Daerah Provmsu Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Jabatan Fungsmnai adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsnona! yang berdasarkan pada

'keahhan dan keterampilan tertentu;

. Jabatan Fungsmnal Penilai Pajak Buml dan Bangunan yang selanjutnya '

disingkat Jabatan Fungsional - Penilai - PBB -adalah” jabatan yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang . untuk
melakukan kegiatan pendataan dan penilai ‘pajak buml dan bangunan
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang dldudukj oleh’

: ..Pegawat Negen Sipil;
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Jabatan Fungsiona! Pemeriksa Pajak adal'ah jabatan yang mempunyan"
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh

‘oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan

penyidikan tindak pidana perpajakan sesuai dengan. peraturan perundang-
undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Slpll

Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak adalah jabatan yang mempunyai

‘ruang lingkup tugas, tanggung jawab, weweriang dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan pajak sesuai

. dengan peraturan perundang-undangan yang dldudukl oleh Pegawai

. B

Negen Sipil;

Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai

Negeri Sipil yang diperiukan oleh suatu satuan organisasi perangkat

12.

13.

daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu

‘yang ditetapkan oleh Gubernur;

Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan. ditetapkan oleh
pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing- masmg
Pejabat Fungsuonal di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak;

Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala
Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menllal kinerja

- masing-masing. pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang

14,

ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.

Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak

~ukur) yang d:tetapkan terhadap penyelenggaraan keglatan jabatan

fungsmnal
BAB I _
| JENIS, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jenis jabatan fUnjgsionai pada Dinas Pel‘ayanan Pajak, yaitu :

a.

Penilai PBB, termasuk dalam rumpun asisten profesional yang
berhubungan dengan keuangan dan penjualan; '

Pemenksa Pajak termasuk dalam rumpun imigrasi, pajak dan Asisten

'Profesmnal yang berkaltan dan

Penyuluh Pajak, termasuk dalam rumpun Imlgra5| Pajak dan Asisten
Profesmnal yang berkaitan.

Pasal 3

(1) Jabatan, fungsional - sebagalmana ‘ ‘dimaksl_ud dalam Pasal 2,

‘berkedudukan sebagai berikut :

a. Penilai PBB, berkedudukan sebagai pelakséha teknis fungsional

Dinas Pelayanan Pajak di bldang pendataan dan penilalan pajak bumi
dan bangunan;

b. Pemeriksa Pajak, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsnonal ‘;
Dlnas Pelayanan Pajak di bidang pemerlksaan pajak; dan



(2)

2. Penyuluh Pajak, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsnonal.
" Dinas: Pelayanan Pajak di bldang penyuluhan pajak '

Tugas pokok jabatan fungsmnal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2,

. sebagal berikut;

©)

a. Penllal PBB mempunyai tugas meiakukan pendataan obyek pajak

bumi dan’ bangunan, penilaian bumi dan bangunan serta kegiatan -
; pengurangan/keberatanlbandlng PBB terhutang,

b. Pemeriksa Pajak, mempunyau tugas melakukan pemenksanaan pajak
_ dan penyidlkan tmdak pldana perpajakan dan

'c."Penyquh Pajak ‘mempunyai tugas membenkan |nforma3| konsultas:

© dan blmblngan pajak kepada masyarakat umum dan Wajlb pajak,
‘ BAB I -
o JENJANG JABATAN DAN PANGKATIGOLONGAN
Pasal 4

Jeruang Jabatan ‘Fungsional. Pemlal PBB darl yanq terendah sampal

_dengan yang:tertinggi, ya:tu
" a. Penllal PBB ngkat Teramp:l dan

‘ b Penllal PBB Tingkat Ahli.

@) -

; .Jenjang parlgkat dan goiongan masmg masing jenjang Jabatan
~ Fungsional ‘Penilai PBB Tingkat Terampil dari yang terendah sampaa

s dengan yang tertlnggl terdm dari:

| a. ‘Penilai PBB Pelaksana terdiri atas

. Pengatur Muda T|ngkat| golongan ruang lllb
2 Pengatur goiongan ruang Il/c; dan
3 Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d..

7'_ b. Penllax PBB F‘elaksana Lanjutan terdiri atas

1. Penata Muda, golongan ruang lIl/a; dan -

2 Penata Muda Tingkat I, golongan ruang llllb

cC.: Penllal PBB Penyelia terdirl atas :

| 'l Penata golongan ruanglll/c dan
2. Penata Tlngkatl golongan ruang lli/d.

'Jenjang pangkat dan golongan: masing- maSmg jenjang Jabatan

Fungslonal Penilai PBB Tingkat Ahli dari’ yang terendah sampal dengan.
yang tertlnggl terdiri dari : :

a.: Pemlal PBB. Pertama terdiri atas

1 Penata Muda, golongan ruang 1l/a; dan K
2 Penata Muda Tlngkat l, golongan ruang /b, .



b. Penilai PBB Muda terdiri atas :

()

)

3)

1. Penata 'golongan‘ ruang lll/c; dan
g Penata Tingkat I, golongan ruang Illld

G Penllal PBB Madya terdiri atas :

1 Pembma golongan ruang 1V/a;
2 Pembina Tlngkatl golongan ruang IV/b; dan
- 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IVlc

Pasal 5

“Jenjang Jabatan Fungsmnal Pemeriksa Pajak dan yang terendah sampal

dengan yang tertinggi yaitu:

a. Pemeriksa Pajak Tingkat Terampili dan’'

'b. Pemenksa Pajak ngkat Anli.

.Jenjang pangkat ‘dan golongan masmg masmg Jenjang ‘Jabatan -
Fungsional Pemeriksa Pajak Tingkat Teramptl dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi terdiri dari : ‘

‘a. Pemeriksa Pajak Pelaksana terdiri atas':

1 Pengatur golongan ruang ll/c; dan
2 Pengatur Tingkat I, golongan ruang Illd
b. Pemenksa Pzjak Pelaksana Lanjutan terdiri atas
1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan - -
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang li/b.
c. Pemeriksa Pajak Penyelia terdiri atas :
1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
& Penata ngkat 1, golongan ruang lll/d.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Jabatan
Pemeriksa Pajak Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang

© tertinggi terdln dari:

a. Pemeriksa Pajak Pertama terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
s Penéta. Muda Tingkat |, golongan ruang lli/b.

~ b. Pemeriksa Pajak Muda terdiri atas :

1. ‘Penata, golongan ruang lli/c; dan
- 2. Penata Tingkat 1, golongan ruang lll/d.

_¢. Pemeriksa Pajak Madya terdiri atas :

1. _Pembina; golongan ruang IV/a;
2. Pernb,ina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
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(2)

@

Pasal 6

Jenjang Jabatan Fung310nal Penyuluh Pajak dari yang terendah sampai
dengan yang tertinggi yaltu

a. Penyuluh Pajak ngkat Terampll dan
b. Penyuluh Pajak Tingkat Ahili.

Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan

- Fungsional Penyuluh Pajak Tingkat Terampll dari yang terendah sampau
A dengan yang tertinggi terdiri darl : :

a. Penyuluh Pajak Pelaksana terdiri atas :

1. Pengatur, golongan ruang li/c; dan _ .
2. Pengatur Tingkat |, golongan ruang Il/d.

b, P'enyuluhéPajak PelakéénaL_anjutan terdiri atas :

1. Pénata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2 Penrata Muda Tingkat |, go[ongan ruang IIIlb

C; Penyuluh Pajak Penyella terdiri atas :

1. Penata golongan ruang lll/c; dan
"2 Penata Tingkat |, golongan ruang Illld

Jenjang pangkat dan colongan masmg~masmg Jenjang Jabatan Jabatan

. Penyuluh Pajak Tingkat Ahli dari yang terendah sampa! dengan yang
tertinggi terdlrl dari:

. a. Penyuluh Pajak Pertama terdiri atas :

(),

1 Peﬁata Muda, golongari ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang 11/b.

I o Penyuluh Pajak Muda terdln atas :

1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
: 2_} Penata Tingkat |, golongan ruang Ill/d.

c Penyuluh Pajak Madya terdiri atas :

R Pefnbiha golongan.ruang IV/a; -

2 Pemblna Tingkat I, golongan ruang IV/b dan :
= Pemblna Utama Muda, golongan ruang IVic.

BAB IV |
PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
| © Pasal 7

Penghltungan formasi masing- masmg Jabatan fungsmnal pada Dinas

Pelayanan Pajak dilakukan dengan cara volume masing- masing kegiatan .
dikalikan waktu rata-rata penyelesalan kegiatan dibagi Jam kerja efektif

N ‘satu tahun.



@

@

: adalah 1.250 (serlbu dua ratus lima puluh) Jam

(1)

(2).

3)

L)

)

)

Ay

- ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang dltunjuk

@)

Waktu rata-rata sebagalmana dimaksud- pada ayat (1), merupakan waktu

penyelesaian ‘minimal dltambah waktu penyelesaian ‘maksimal dlbagl
dua :

Jam kena efektlf satu. tahun sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),

BABV
KEBUTUHAN DAN PENGISIAN.FORMASI
| JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

Kebutuhan FormaSI masmg masing Jabatan fungsmnal pada Dinas

'Pelayanan Pajak sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam

Lamplran 1, Lampiran Il, dan Lamplran i Peraturan Gubemur ini.

FormaS| masing- masmg jabatan fungsional akan dltlnjau ulang setlap 5
(Ilma) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.dan perhitungan beban

‘tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

PenQISIan formaSI masing-masing . ]abatan fungsmnal diusulkan -oleh
Kepala Dinas' Peiayanan Pajak kepada :ubernur melalm BKD.

UsuIan pen_g|51an forma_sn ma.smg,masmg jabatan fungsional
sebagaimana dimaksud pada -ayat (3), dilakukan setelah diadakan

“penelitian: administrasi ‘dan penetapannya oleh BKD sesuai- dengan

ketentuan peraturan perundang undangan

~BAB VI

: PENGANGKATAN PEMBEBASAN SEMENTARA. DAN PEMBERHENTIAN

DARI JABATAN
Pasal 9 .

Pengangkatan masing-masing pejabat fungsmonal d:dasarkan kepada

. formasi masing-masing jabatan yang tarsedla sesua1 dengan ketentuan

peraturan perundang undangan

Pegawai Negeri Slpll yang . dlangkat dalam_jabatari fungsmnal harus
memerniuhi persyaratan pada -masing-masing jabatan sesual dengan

ketentuan peraturan. perundang-undangan

‘Pasal 10

Pembebasan sementara’ dari masing-masing jabétan fungsional -

sesual dengan ketentuan peraturan perundang Uﬁdangan

Maslng masing Pejabat fungsmnal dlbebaskan - sementara darl'
jabatannya apablla '

a. dltugaskan secara penuh di luar jabatan fungsmna!nya
b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

c. dijatuhi hukuman dISlplln tmgkat sedang atau berat berupa penurunan
‘pangkat; _

d.. cuti dlluar,tanggu_nga_n Negara; danlatau-



(1)

)

(O}

(2)

e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai N_egeri Sipil.
Pasal 11

Pemberhentian - dari - masing-masing jabatan fungsional. ditetapkan
dengan ke‘putus"an Gubernur atau pejabat yang ditunjuk -

Masing-masing Pejabat fungs:onal tertentu dlberhentlkan dari jabatannya

apabila :

“a. dijatuhi h'ukuman diéiplih tingkat be._rat dan‘telah mempunyai kekuataﬁ

hukum tetap; kecuali hukuman disiplin 'penurunan pangkat; danlatau'

b.tidak’ dapat memenuhl angka kredit yang ditentukan pada masmg-

masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang
| pangkatnya

BAB VI
KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN
. JABATAN FUNGSIONAL
. Pasal 12 -

Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas 'pehllatan dan

penetapan angka kredit yang berasal dan kegiatan unsur utama ‘dan
unsur penunjang.

Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui
BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka

Kredit untuk dibuatkan keputusan masing-masing jabatan fungsional

dalam jenjang-jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 1'3

Pegawal Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungswna] diberikan
tunjangan jabatan fungsmnal sesuai dengan: ketentuan peraturan perundang-‘
undangan !

(1)

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 14 '

Pengéndaliah dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing
jabatan fungsional sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan

- fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro- Orcxamsam dan Reformasi

(2)

Bwokrasn

Pelaksa'naan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada. |
ayat (1), BKD dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dapat

- mengikutsertakan Satuan Kerja Peranigkat Daerah/Unit Kerja Perangkat

: Daerah (SKPDIUKPD) terkait.

(3)

Anggaran pelaksanaan pengendahan dan evaluasi sebagalmana

dimaksud pada ayat (1) dibebankan- pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah melalui-Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro
OrganlsaSI dan Reformasi Birokrasi. ‘
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan
pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Formasi Jabatan
Fungsional Penyuluh pajak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta; dan

b. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan

Fungsional Penilai pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan
tidakberlaku.

Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 22009

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA’B‘I'L'\_’Q;I;LL?K‘QM SEKRETARIAT DAERAH
PROVIN%I::QA/ERAH%};\H%S\US IBUKOTA JAKARTA,
/=3 WITSTRE ? sa

>

. h;:;wjh OND
\ Q{i\g«gg@ﬂ@g@gsomoos

i TR



Lampiran | : Peraturar Gubernur Fjroirinsi Daerah KHusus

Ibukota Jakarta

Nomor. 13 TAHUN 2015
Tanggal . 21 Januari 2015

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

No. anjgpg Jébatan . L‘Lt:;\r?;a;:‘;. 'E::tﬁ;:;iﬁ": | Jumiah Formasi -
i Jénjéﬁg Jabét-an Pénual Paja.k Bumi dan Bangunan Tingkat =
Terampil ;
1_ |Penilai Pajak Bumi dan Bangg_h."m Pelaksana ) 6(659' "~ 5
_2__|Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana Lanjutan 25.05-.6 7 20
-3 |Penilai Pajak Bumi dan Bfa_n'g@n Penyelia . '12._025‘ . - 10

B‘ iﬂj&ng‘ Jabatan ?anilai-?ajak Buml_'d:.fm Bangunan Tingkat

1_|Penilal I;'ajék Bumi dan Eéng. uHan.Perggma '-'50.b18 2 40
5 |Peniial Pajek Bumi = Bangunan Muda 3 EPviN 25

3 I?anfiai Pajak Burlnl dan-Ba_pgﬁnaﬁ Madya 7.337. 6

- 2 Jumlah. . 132.707,21 ° 106

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS

- IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA
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Peraturdri Gubermur Provinsi Daerah Khusus -

Ibukota Jakarta .

Nomor '13 TAHUN 2015
" Tanggal 21 Januari 2015

'KEBUTUHAN FORMAS! JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

* ! Total Waktu Penyelesaian : .
No. ‘Jenjaln.g Jabatan  Pekerjaan 1 (satu) Tahun 'y Jumlah Formasi
A. - |Jenjang Jabatan Pemeriksa Pajak Tingkat Terampil
1" |Pemeriksa Pajak . Pelaksana © 11.386,25 - 15
2 - queriksa‘Pajak Pelaksana Lan_,’ultan _ _ 12.985,21" 10°
3 |Pemeriksa Eajak' Penyelia 6.243,23 5
B. |Jenjang Jabatan"Pemerikﬁa_Péjak T‘ka&_at’,Ahli o
1__|Pemeriksa Pajak Pertama 43.864,36 - 35
—2_|Pemeriksa Pajok-Muda —24.661,24 20
3__|Pemeriksa Pajak Madya f 2.856,21 ]
Jumlah 101;986,5 3 87

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

- BASUKI T: PURNAMA




Lamp:ran n: Peraturan Gubempr Pl"OVInSI Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor - 13. TAHUN 2015-‘
Tanggal 21 Januari 2015

KEBl‘JTUVHAN FORMAS| JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK

' e AP Total Waktu Penyelesaian : |
No. Jlenjang Jabatan Pekerjaan 1 (saty) Tahun- Jum!ah Formagl
A. |Jenjang Jabatﬁn Penyuluh F_'ajak Tingkat Terampil

1 |Penyuluh Pajak Pelaksana 2.985,36 _. ; 2

2 |Penyuluh Pa]ak Pelaksana Lanjutan '2.01 4,95 : 2

. 3 ' Penyuluh: Pajak Penyelta L 3.469,14 3
B. Jen]ang Jabatan' Penyuluh Pajak Tingkat Ahli

"1 |Penyuluh Paiak Pertama 7.426,38 6

2 Penyuluh'Paja_k Muda 6.298.71_ 5

3 __|Penyuluh Pajak Madya : - 3.612,89 3

' ' Jumiah 25.807.43 21

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

'IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI'T. PURNAMA




